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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
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LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Nursari S.H,M.H Ketua Bawaslu

Kota Makassar.

Dokumentasi Wawancara dengan Zulkarnain S.IP Kordinator Divisi
Pengawasan Bawaslu Kota Makassar.
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Dokumentasi Wawancara dengan Muhammad Ali Mabhan S.H Ketua PD
Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Makassar.

Struktur Organisasi Bawaslu Kota Makassar

PLENO
ABD. HAFID. S. SOS.,MSI SRI WAHYUNINGSIH. SH NURSARI. SH.,MH DR. ABDILLAH MUSTARI.Sag.,Mag ZULKARNAIN. SIP
ANGGOTA ANGGOTA KETUA ANGGOTA ANGGOTA
M. AMSARIZAL YUNUS. SIP
KEPALA SEKRETARIAT
STAF SEKRETARIAT
PANWASLU
KECAMATAN
PANWASLU
KELURAHAN

Sumber : Data Bawaslu Kota Makassar
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Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-
undang telah di atur bahwa jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
berjumlah (3) atau lima orang (5) dengan komposisi keanggotaan Bawaslu
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%
(tiga puluh persen). Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang
dan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang. Struktur
Bawaslu Kota Makassar berjumlahkan 5 anggota terdiri dari Bapak ABD.
HAFID. S. SOS.,MSI menjabat sebagai Kordinator Divisi Sumber Daya
Manusia Data dan Informasi , Ibu SRI WAHYUNINGSIH. SH menjabat
sebagai Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak NURSARI.
SH.,MH menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar, Bapak DR.
ABDILLAH MUSTARI.Sag.,Mag menjabat sebagai Kordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa, dan Bapak ZULKARNAIN. SIP menjabat sebagai
Kordinator Divisi Pengawasan. Pada pemilihan Walikota tahun 2020 jumlah
anggota panwaslu kecamatan di Makassar sebanyak 45 orang dan jumlah
anggota panwaslu kelurahan sebanyak 153 orang. Selain itu terdapat juga
kepala sekretariat dan staf sekretariat dalam struktur  Bawaslu Kota

Makassar.
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